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Pertanggungjawaban Hukum Penjualan Kendaraan

Bermotor Hasil Pencurian atau Penggelapan
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Abstrak: Penjualan kendaraan bermotor yang berasal dari tindak pidana pencurian atau penggelapan merupakan bentuk
kejahatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta merusak kepercayaan
masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pembeli
kendaraan hasil kejahatan, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan, serta
mengkaji peran aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penindakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik,
pelaku usaha, serta konsumen kendaraan bekas. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang
berlaku dan praktik penerapannya dalam beberapa putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang
menjual atau membeli kendaraan tanpa dokumen resmi, dengan harga di bawah kewajaran, atau dari sumber yang
mencurigakan, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dianggap patut menduga bahwa kendaraan berasal
dari tindak pidana. Ketentuan dalam peraturan hukum terbaru memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjerat pelaku
penadahan, termasuk dalam kasus kelalaian berat. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penindakan
dan pencegahan melalui sosialisasi hukum, razia kendaraan, serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam verifikasi
legalitas kendaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara penegak hukum, pelaku usaha, dan
masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran kendaraan bermotor hasil kejahatan serta
mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efektif.
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Abstract: The sale of motor vehicles derived from theft or embezzlement is a form of
crime that not only harms individuals but also disrupts public order and undermines
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public trust in the legal system. This study aims to analyze the application of the law
to buyers of vehicles derived from crime, identify forms of criminal liability for the
sellers, and examine the role of the police in prevention and enforcement efforts. This
study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach,
supported by literature studies and interviews with investigators, business actors,
and consumers of used vehicles. Data were analyzed qualitatively by examining
applicable legal norms and their implementation practices in several court decisions.
The results show that parties who sell or purchase vehicles without official
documents, at prices below reasonable, or from suspicious sources, can be subject to
criminal liability because it is considered reasonable to suspect that the vehicle
originated from a criminal act. Provisions in the latest legal regulations provide a
stronger basis for prosecuting perpetrators of receiving stolen goods, including in
cases of gross negligence. The police have a crucial role in enforcement and
prevention efforts through legal outreach, vehicle raids, and coordination with
relevant institutions in verifying vehicle legality. This study concludes that
collaboration between law enforcement, business actors, and the community is
essential to break the chain of distribution of motor vehicles resulting from crime and
to realize fair and effective legal certainty.
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Pendahuluan

Tindak pidana pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor merupakan
fenomena kriminalitas yang menonjol dan terus berkembang di Indonesia. Kendaraan
bermotor sebagai alat transportasi utama memiliki mobilitas tinggi dan nilai ekonomi yang
signifikan, sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Kejahatan ini tidak
jarang dilakukan secara sistematis, melibatkan jaringan penadah, pemalsuan dokumen, dan
bahkan menjual hasil kejahatan tersebut di pasar bebas tanpa dokumen legal.

Penelitian terdahulu seperti dalam skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Pidana
Karyawan dalam Kasus Penggelapan di PT. Gita Omega Distrindo" lebih menitikberatkan
pada tanggung jawab individu dalam suatu hubungan kerja, dengan menggunakan
pendekatan normatif dan empiris terhadap putusan Nomor 1352/Pid.B/2021/PN.TJK.
Penelitian tersebut belum mengkaji aspek keterlibatan pihak lain dalam peredaran
kendaraan hasil kejahatan. Penelitian ini menghadirkan pembaruan (novelty) dengan
menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjual kendaraan bermotor
hasil pencurian atau penggelapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP. Fokus penelitian tidak hanya pada pelaku utama, tetapi juga pihak yang
menerima atau memperdagangkan kendaraan hasil kejahatan tersebut, serta bagaimana
sistem hukum yang baru mengatur hal ini. Penelitian ini berbeda karena mengkaji hukum
positif terkini yang menggantikan KUHP lama dan menyesuaikan dengan dinamika
peredaran kendaraan bermotor di masyarakat.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada meningkatnya kompleksitas tindak pidana
pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor yang kini merambah ke ranah
perdagangan terbuka, baik secara langsung maupun daring. Peredaran kendaraan hasil
tindak pidana ini tidak hanya merugikan pemilik sah, tetapi juga membahayakan
konsumen serta menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam konteks pemberlakuan KUHP
baru, diperlukan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana
mengatur dan menanggulangi praktik semacam ini, serta pertanggungjawaban semua
pihak yang terlibat, termasuk penjual dan pembeli kendaraan hasil kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus penelitian ini diarahkan
pada tiga isu utama. Pertama, penerapan hukum terhadap pembeli kendaraan bermotor
yang berasal dari tindak pidana pencurian atau penggelapan berdasarkan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kedua, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku penjualan
kendaraan bermotor yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian atau
penggelapan. Ketiga, upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka
mencegah maraknya praktik penjualan kendaraan bermotor yang berasal dari tindak
pidana.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan
yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta
dokumen hukum lain yang relevan. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti
undang-undang dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku
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ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan wawancara
dengan pihak-pihak terkait, yaitu penyidik Polres Cianjur, showroom kendaraan, dan
konsumen kendaraan bekas. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengkaji
secara mendalam temuan data dan keterkaitannya dengan teori dan peraturan hukum,
sehingga menghasilkan kesimpulan yang Dbersifat deskriptif-analitis terhadap
pertanggungjawaban pidana dalam konteks penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap
pembeli kendaraan hasil tindak pidana, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban
pidana bagi pelaku penjualan kendaraan bermotor hasil pencurian atau penggelapan, serta
menelaah peran aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penindakan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Hukum Bagi Pembeli Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian atau Penggelapan
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Penadahan barang hasil pencurian merupakan tindak pidana yang tidak hanya
menimbulkan kerugian individu, tetapi juga berdampak secara luas terhadap aspek sosial
dan ekonomi masyarakat. Praktik ini memperkuat ekosistem kejahatan karena memberikan
pasar bagi barang hasil tindak pidana, sehingga para pelaku pencurian merasa memiliki
celah aman untuk terus menjalankan aksinya. Hal ini berdampak pada menurunnya
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keamanan negara, serta melemahkan
stabilitas sosial.

Dari sisi ekonomi, peredaran kendaraan bermotor hasil curian dengan harga di
bawah pasar menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha resmi dan
menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Di sisi lain, tingginya angka peredaran
barang hasil kejahatan memperumit upaya aparat penegak hukum dalam proses
identifikasi, pelacakan kepemilikan, dan pembuktian di pengadilan. Rendahnya kesadaran
hukum masyarakat dan sikap pasif terhadap pencurian —khususnya pencurian ringan—
ikut memperparah keadaan. Banyak korban enggan melapor karena menganggap
barangnya tidak terlalu bernilai atau takut terhadap proses hukum yang dianggap panjang
dan rumit. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur aparat penegak
hukum semakin memperberat upaya pemberantasan tindak pidana penadahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) mengatur secara tegas mengenai penadahan melalui Pasal 591. Dalam pasal
ini, setiap orang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,
atau memperoleh keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau patut diduga berasal
dari tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau
denda paling banyak kategori V (Rp500.000.000). Ketentuan ini memperluas cakupan
pertanggungjawaban pidana tidak hanya terhadap pelaku utama kejahatan, tetapi juga
terhadap pihak ketiga yang turut serta, baik secara sengaja maupun lalai.

Dalam konteks jual beli kendaraan bermotor, posisi pembeli menjadi sangat sentral.
Tingginya angka pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor di Indonesia, yang
umumnya melibatkan jaringan terorganisir, menjadikan proses identifikasi antara pembeli
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yang beritikad baik dan penadah menjadi krusial. Seseorang dianggap sebagai korban,
bukan pelaku, apabila pembelian dilakukan secara wajar—baik dari segi harga, lokasi,
maupun kelengkapan dokumen dan tidak terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa
kendaraan berasal dari tindak pidana.

Namun demikian, pembeli yang tidak melakukan verifikasi dokumen resmi seperti
STNK dan BPKB, atau membeli kendaraan dalam kondisi mencurigakan (misalnya harga
sangat murah, penjual tidak dikenal, atau transaksi dilakukan di lokasi yang tidak lazim),
dapat dianggap patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal dari kejahatan. Dalam
hal ini, unsur “patut diduga” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 591 KUHP dapat
terpenuhi.

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pembelian
kendaraan tanpa dokumen resmi menjadi indikasi kuat atas dugaan penadahan. Sehingga,
masyarakat harus diberi pemahaman hukum bahwa sikap lalai terhadap aspek legalitas
dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat (culpa), yang juga dapat dikenai
pertanggungjawaban pidana. Pasal 591 KUHP 2023, sebagai ketentuan baru yang
menggantikan Pasal 480 KUHP lama, merupakan bentuk penguatan hukum terhadap
pelaku penadahan, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki niat jahat (dolus) tetapi lalai
secara berat.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kepahiang, Azhari dan
Yulianto terbukti menjual kendaraan hasil curian kepada seorang DPO tanpa dokumen
resmi. Tindakan tersebut jelas memenuhi unsur delik penadahan. Sementara dalam
Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cianjur, terdakwa menjual sepeda motor curian tanpa
surat-surat kepada Slamet dengan harga di bawah pasaran. Meskipun Slamet tidak
mengetahui asal-usul motor tersebut secara eksplisit, namun kelalaiannya untuk
memverifikasi legalitas dokumen dan harga yang tidak wajar membuatnya tetap dapat
dijerat sebagai penadah.

Dalam dua kasus tersebut, pengadilan menekankan pentingnya kehati-hatian
pembeli dalam transaksi kendaraan bermotor. Kurangnya verifikasi terhadap keabsahan
dokumen dan latar belakang penjual menjadi faktor pemberat yang memperkuat tuduhan
penadahan. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari bahwa pembelian kendaraan
tanpa melakukan uji kelayakan (due diligence) merupakan pelanggaran serius yang
berdampak pidana.

Selain aspek pidana, kerugian materiil dan moril juga menjadi konsekuensi bagi
pembeli. Kendaraan yang dibeli berpotensi disita oleh negara, dan pembeli tidak
mendapatkan kompensasi karena dianggap turut serta dalam peredaran hasil kejahatan.
Hal ini menunjukkan bahwa pembeli yang abai tetap dapat menanggung akibat hukum
yang berat.

Dengan adanya ketentuan proparte dolus proparte culpa dalam Pasal 591 KUHP
2023, ketidaktahuan pembeli tidak lagi menjadi alasan pembenar apabila disertai kelalaian
dalam menilai risiko hukum. Penjual yang tidak bisa menjelaskan asal barang secara
gamblang, harga yang terlalu murah, atau tidak adanya dokumen resmi merupakan tanda-
tanda awal yang seharusnya menimbulkan kecurigaan. Sikap abai terhadap tanda-tanda
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tersebut menandakan bahwa pembeli memiliki andil, meski secara tidak langsung, dalam
keberlangsungan tindak pidana.

Penerapan hukum terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil pencurian atau
penggelapan menuntut sinergi antara pendekatan represif dan preventif. Di satu sisi,
penegakan hukum harus tegas terhadap pelaku penadahan; di sisi lain, diperlukan upaya
edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya
verifikasi legalitas kendaraan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat
sistem pengecekan dokumen melalui instansi resmi seperti Samsat dan Ditlantas, agar
masyarakat dapat lebih mudah memastikan legalitas kendaraan sebelum melakukan
pembelian.

Dengan demikian, Pasal 591 KUHP 2023 hadir sebagai instrumen penting dalam
menekan praktik penadahan kendaraan bermotor hasil kejahatan, sekaligus memberikan
dasar hukum yang kuat bagi upaya penindakan dan perlindungan terhadap masyarakat
yang beritikad baik. Penegakan hukum yang adil dan konsisten akan mampu memutus
rantai kejahatan, menumbuhkan kesadaran hukum, serta memberikan efek jera kepada
para pelaku.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penjualan Kendaraan Bermotor
Hasil Pencurian atau Penggelapan

Tindak pidana pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor merupakan
kejahatan terhadap harta benda yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Maraknya
kejahatan ini tak lepas dari rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya pengawasan
terhadap peredaran kendaraan bermotor. Dalam konteks hukum pidana, pelaku penjualan
kendaraan bermotor hasil pencurian atau penggelapan dapat dikenai pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai pelaku utama maupun penadah, sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 KUHP baru, yang
menegaskan bahwa pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dapat
dihukum pidana. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan kekerasan
atau dilakukan secara terorganisir, pelaku dapat dikenakan pemberatan pidana
berdasarkan Pasal 479 KUHP baru. Sementara itu, penggelapan diatur dalam Pasal 372
KUHP lama, yang menjangkau perbuatan menyalahgunakan kepercayaan terhadap barang
yang berada dalam penguasaan pelaku.

Penjualan kendaraan hasil tindak pidana tidak lepas dari peran penadah,
sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP lama dan Pasal 591 KUHP baru. Unsur penting
dalam tindak pidana penadahan adalah kesadaran atau setidaknya patut diduga bahwa
barang berasal dari kejahatan. Dalam praktiknya, pembuktian unsur ini sering kali
bergantung pada kondisi transaksi, seperti harga di bawah pasar, ketiadaan dokumen
resmi, serta keterangan penjual yang tidak jelas.

Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 44/Pid.B/2024 dan Putusan
Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 260/Pid.B/2024 menunjukkan bahwa pelaku pencurian
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dan penadah dapat dijatuhi hukuman pidana penjara karena terbukti menjual kendaraan
bermotor hasil tindak pidana. Dalam kedua kasus tersebut, tidak ditemukan alasan
pembenar maupun pemaaf, serta terbukti adanya kesengajaan, perencanaan, dan
pembagian hasil. Hakim menekankan prinsip geen straf zonder schuld —tiada pidana tanpa
kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus semacam ini memuat beberapa elemen:
adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, adanya kesalahan,
perbuatan melawan hukum, serta akibat dari perbuatan tersebut. Selain itu, sistem
pemidanaan mempertimbangkan berat ringannya peran pelaku, keberadaan unsur
pemberatan, serta tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu efek jera dan perlindungan
masyarakat.

Penegakan hukum terhadap penjual kendaraan bermotor hasil tindak pidana perlu
dilakukan secara tegas dan konsisten. Tidak hanya pelaku pencurian atau penggelapan
yang harus diproses hukum, tetapi juga pihak yang secara aktif menjual barang hasil
kejahatan, bahkan jika dilakukan tanpa niat jahat namun dengan kelalaian berat. Dalam hal
ini, Pasal 591 KUHP 2023 menjadi instrumen penting untuk menjerat pihak yang lalai
memverifikasi legalitas kendaraan, serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Dengan penerapan hukum yang tepat, diharapkan rantai kejahatan pencurian dan
penadahan dapat diputus. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengawasan
terhadap transaksi kendaraan bermotor menjadi langkah preventif yang tak terpisahkan
dari penegakan hukum yang represif.

Upaya Hukum Aparat Kepolisian dalam Mencegah Maraknya Penjualan Kendaraan
Bermotor Hasil Tindak Pidana

Penjualan kendaraan bermotor hasil kejahatan, baik yang berasal dari tindak pidana
pencurian maupun penggelapan, merupakan persoalan hukum yang berdampak luas.
Tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga berpotensi mengganggu
stabilitas keamanan dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Kejahatan
semacam ini berkembang seiring meningkatnya permintaan kendaraan bermotor berharga
murah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya kontrol terhadap pasar
informal.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, aparat kepolisian dituntut untuk melakukan
langkah hukum yang sistematis, yang mencakup pendekatan preventif (pencegahan) dan
represif (penindakan). Keduanya merupakan bagian integral dari strategi penanggulangan
tindak pidana sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara preventif, kepolisian melaksanakan edukasi hukum kepada masyarakat
melalui penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya memeriksa legalitas dokumen
kendaraan sebelum melakukan transaksi pembelian. Kampanye ini diperkuat melalui kerja
sama antarinstansi, seperti dengan pihak Samsat dan Dinas Perhubungan, guna
mempermudah akses masyarakat dalam mengecek data kendaraan yang sah. Selain itu,
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kegiatan patroli rutin dan razia kendaraan tanpa kelengkapan dokumen resmi juga
digalakkan di wilayah-wilayah rawan untuk menciptakan efek pencegahan dini.

Media sosial dan media massa juga dimanfaatkan secara aktif sebagai alat diseminasi
informasi hukum kepada masyarakat luas. Strategi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran
kolektif bahwa membeli barang hasil kejahatan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga
memperpanjang siklus kriminalitas itu sendiri.

Sementara itu, dalam aspek represif, aparat kepolisian menjalankan tugas
penyidikan secara profesional dan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Proses dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, pengumpulan
alat bukti, hingga penyusunan berkas perkara untuk diajukan ke kejaksaan. Pasal-pasal
yang kerap digunakan antara lain Pasal 480 KUHP mengenai penadahan serta ketentuan
dalam KUHP baru seperti Pasal 591 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Contoh implementasi nyata terlihat dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN
Kepahiang dan Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cianjur. Dalam kasus tersebut, aparat
kepolisian berhasil membuktikan unsur pidana dari perbuatan terdakwa dengan didukung
barang bukti kendaraan tanpa surat resmi, alat bantu kejahatan, serta keterangan terdakwa.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses hukum dijalankan sesuai prosedur, termasuk
penggunaan kewenangan untuk penyitaan dan penangkapan secara sah.

Studi atas perkara di Kabupaten Kepahiang dan Cianjur juga menunjukkan
efektivitas kepolisian dalam menelusuri jaringan penjualan kendaraan ilegal. Penanganan
kasus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pelacakan laporan kehilangan, penyitaan
kendaraan, pemeriksaan pemilik showroom hingga verifikasi keabsahan nomor rangka dan
mesin kendaraan dengan melibatkan Ditlantas dan Samsat.

Menariknya, dalam sejumlah kasus, pendekatan restoratif juga diterapkan,
khususnya bagi pembeli yang tidak mengetahui bahwa kendaraan yang dibelinya
merupakan hasil kejahatan. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan kerugian korban
melalui mediasi, sembari tetap menindak pelaku utama sesuai ketentuan hukum pidana.
Kombinasi pendekatan preventif dan represif ini menegaskan bahwa upaya kepolisian
dalam menangani penjualan kendaraan bermotor hasil tindak pidana tidak hanya sebatas
penindakan, tetapi juga bertujuan mendorong kesadaran hukum masyarakat. Keberhasilan
strategi ini akan berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum, penguatan kepercayaan
masyarakat terhadap institusi penegak hukum, serta pencegahan berulangnya tindak
pidana serupa di masa mendatang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku penjualan kendaraan bermotor hasil pencurian atau penggelapan dapat
dikenakan meskipun pelaku tidak secara langsung melakukan pencurian, selama terbukti
mengetahui atau patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana.
Ketentuan Pasal 591 KUHP Tahun 2023 menegaskan bahwa pihak yang dengan sengaja
atau karena kelalaiannya menjual barang hasil kejahatan tetap dapat dipidana. Dalam
praktiknya, kelalaian untuk memverifikasi legalitas kendaraan, seperti tidak memeriksa
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STNK dan BPKB, dapat dianggap sebagai bentuk culpa yang menimbulkan
pertanggungjawaban hukum.

Studi terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa penjual kendaraan
hasil kejahatan dapat dikenai sanksi pidana apabila unsur kesalahan terpenuhi, baik secara
sengaja maupun karena kelalaian berat. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan
kehati-hatian dalam transaksi kendaraan, sedangkan aparat penegak hukum diharapkan
meningkatkan efektivitas penyidikan, penegakan hukum, serta sosialisasi hukum kepada
publik. Kolaborasi antara kepolisian, Samsat, dan instansi terkait juga penting untuk
menyediakan akses verifikasi kendaraan yang mudah dan akurat, guna mencegah
terulangnya tindak pidana serupa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di
kalangan masyarakat terkait pentingnya verifikasi dokumen dalam transaksi kendaraan
bermotor. Pembeli diharapkan tidak tergiur harga murah tanpa terlebih dahulu
memastikan keabsahan surat-surat kendaraan dan legalitas pihak penjual. Masyarakat
harus menyadari bahwa sikap abai terhadap prosedur hukum dalam jual beli kendaraan
dapat mengakibatkan konsekuensi pidana, meskipun tidak ada niat jahat secara langsung.

Aparat penegak hukum juga perlu terus memperkuat upaya preventif melalui edukasi
hukum yang berkelanjutan serta mempermudah akses masyarakat untuk memeriksa
keaslian dokumen kendaraan melalui sistem yang terintegrasi dengan Samsat dan
Ditlantas. Di samping itu, penegakan hukum secara represif terhadap pelaku utama dan
pihak yang lalai harus dilakukan secara konsisten guna menciptakan efek jera dan memutus
mata rantai peredaran kendaraan hasil kejahatan. Pendekatan hukum yang tegas dan adil
akan memberikan perlindungan bagi masyarakat beritikad baik serta memperkuat
kepercayaan terhadap sistem hukum nasional.
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